BAB II

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI

A. KEDUDUKAN

1.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dipimpin oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi berada di bawah koordinasi
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi melaksanakan tugas
memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi
dan energi sumber daya mineral.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi mempunyai tugas
menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang tenaga @ kerja,
transmigrasi, energi dan sumber daya mineral pada suburusan bidang
ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja
dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;

c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan
prosedur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi ;

d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan wurusan
pemerintahan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber
daya mineral;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di
bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan energi sumber daya mineral;

f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di
bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan energi sumber daya mineral;

g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan energi sumber
daya mineral;

h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital;



aa.

bb.

pelaksanaan pembinaan, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja
dan pengembangan informasi pasar kerja;

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada bidang tenaga kerja,
bidang pengembangan produktivitas daerah dan bidang keselamatan
dan kesehatan kerja;

pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;

pembangunan, pengembangan, penyediaan, penyajian dan evaluasi
informasi ketenagakerjaan, transmigrasi dan energi dan sumber daya
mineral;

penyelenggaraan upaya penciptaan hubungan industrial yang
harmonis;

pembangunan, pengembangan, penyediaan, dan evaluasi bidang
energi dan sumber daya mineral pada subbidang ketenagalistrikan,
energi baru terbarukan;

pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengendalian higiene,
kesehatan dan keselamatan kerja;

pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
pengawasan dan pengendalian izin bidang ketenagakerjaan;
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan

pelaksanaan dan pengendalian perizinan berusaha energi dan
ketenagalistrikan;

penetapan upah minimum provinsi;
penyiapan, pembekalan, penempatan dan pemantauan transmigran;

pemberian rekomendasi terkait penyediaan, pemanfaatan dan
pengusahaan energi dan ketenagalistrikan;

pemberian dukungan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan
energi sumber daya mineral kepada masyarakat dan PD;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan
nonperizinan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan energi sumber
daya mineral;

pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan energi
sumber daya mineral;

pelaksanaan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi;

pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur
dan/atau Sekretaris Daerah.



